KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMAS!] PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingal

Menetapkan

e

bahwa untuk memberikan standar bagi penyedia layanan
informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik diperlukan pedoman pengelolaan dan pelayanan
informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional,
bahwa untuk memberikan informasi di bidang pangan
secara cepat dan akuntabel diperlukan sarana komunikasi
antara penyvedia, pengguna, dan pemohon informasi publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan
Nasional;

. Undang-Undang Nomor 1[4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846},

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan
Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 162);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 74 1);

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN [INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.




EAB |
KETENTUAN LUK

Pogal 1

Dslarn Peraturan Badan 10 vang dirnaksud dengan:

1.

in

Inforrmasi adalal keterangan, pernvalasan, gagasan, dan
tancia-tanda vang mengzodung milas, makna, dan posan,
bails data, fakta maupuni penjelasannya vang dapat dilibat,
didecngar, dan ditsaca vang disapkan dalam  berbapsi
kemasan  dan formet sesual dengan porkembangan
teknelogi informasi dan kkomunikast sccara elekironik
atavpun nonelckironik,

Informasi  *ublik  adalsh  Informass yvang  dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, Jdangatan diterima Badan
Poangan Masioral yvang  berkaran dengan  tugas  dan
Ningsinya  serta Informasi lain yvang  berksitan dengsn
kepentingan publik.

Pejabat Peongelela Infermast dan Dokumenlast yang
sclanjutnva  disingkal  PRID adaiah pejabar yang
berangrimg JAawals cli hidang PENYINIPanan,
pendokumentasian,  ponyediaan, danfatan polayanan
[nformasi d1 Badan Pangan Nasional.

Pcngguna  [nfonnasl Publik vang  sclanjutnva discbuor
Peneouna adalan wares nepdara Indonesia alow badan
hukum Indenesia vang menegeunakan Inlermasi Pubbhk
Pernotbwan Tniformast Publik wann oselanjudnys disehol
Pamuobwim  adalabh sarpa negara Tndonesia oatay lealan
nukurn [ndonesia vang mengajukan pecmintaan Tnioemas
TMalalile.

Badan MPanpan Masional adalah lembaga pemerintah yang
herada di bawah dan beriangpung jawab kopada 'residen
WATL TTHATILAATIY ] Lugas melaksanakan tupas pemerintabhan
eli Tncdang panigan.

Kepala Badan Pangan Nasionai yang selanjulnya dizebud
Kepala Badan adalalh kepala lombaga pemeriolsh yvang
mempunyal tugas molaksarakan wipas pemerintaban 1
baclanpe pangan.

EAE 1
JENS INFORMASL PUBLIE

Bagian Kesatu
L

Pasal 2

Jemus Informast ublile melipati:

A,

3.

-

Infonnas yang wajib lisedidkan dan diumumkan secara
herlzala:

[osforrnms] vange waph diwnumkan secara serly moerka;
[nfurmast vang wajib tecsedia sellap saat: dan

Infarmnasi vang dikerualikan.



Bagian kKedua
[ntarmas yang Walib Discdiakan dan Biumumbkan
Secard Borkalia

Pasal &

{1] [ntormasi vang woyib disedialan dan divmurnkan secars
borkala schapaimana dimaksud dalam Vasal 2 huraf a
merupakan [nformasi vanp bersifat mating,  tcratur, dan
dalmin jangks waki lerlenlu, paling sedikit meliputl
haformasi:

a. profil Badan Pangan Nazional;

k. programn danjaiau kegiotar Badan Pangan Nesional;

. kinerja dalam lingkup Bodan Pangan nasicnal herana
naTash rmengenar realisast kepistan vang telab mauptlin
sedang dijalankan beserta capaiznnya,

d. ringlasan laporan kevangan vang sudab disudiz Badan
Pemenksa Kouangan;

¢. mngkasan  laporan  akses  Ilnformasi Publik o PRID;
tlanfatau

f. peraturan perundang-undangan bidane pangan.

{2] Kewanbar membenkan dan menvampalkan  Informasi
selmpmimnana dimsksud pada ayat (1] dilskukan paiing
sagkar 6 jenam) bulan sekald,

3] Kewajiban  menyeburlusskan  Informasi sebagaimana
dimaksud pada ajyat {1) disumpaikan melalol laman Tedan
Fangan nasional atawu media Informast lainnya vang mudah
diskses oleh masyarakar dan dalam bahwsa vang oadah
clipmharni.

Baglan Keriga
Lfornas vang Wajlb Diamumban Secara Serea Morta

Faszal 4
Infurrnas vang  wajib dlumumkan  secara  serla meTha
sebmpdimana dimaksud dalam Pasal 2 hura! b omerupakan
Infurmast vang dapat mergancam hajat hidup orung banvalk
dan keiorliban umoaim.

Bagian leempal.
Infoermas vang Walilr Tersedia Setap Saat

Pasal &

Infowmasi yung  wajilr fersedia sctiap sasr  sebazaimana

dirmakznd dalam Pasal 2 huruf © melhputi:

a. dalar Informasi publie di bawabe penpuzasaan Radan
Panedan Masional,;

I Tnlormas: lengikap vang wajib disediakan dan diwmmamkan
secAaTd berkala sebagaimana dimalesud dalum Preal 3

¢ Tnlormast mengeosi organisasi, adeinistras], kopegawaiarn,
dan kouangan;

d. perizinan vang diterbitlan;

soorancana  osirategls dan rencara kerjs Badan Pargan
Masivoal; dan/atan

. Infocmast mengenai kegiatan pelavanan,




Bapian Kelima
ininronaz; vang ikecualikan

Pasal 5
Biadan Pangan Masional membukas abeses Informass Pulbdlik by
sitiap Pomolion, kecuall [nlormas: yang dileecualikan,

agal ¥
lnformast yvang dikccualikan scbagaimana dimaksud dalam
Fasal 2 bumf d didaszarkan pada  pongujian mengenan
kemsekuenst vang timbul apabila suara [ontermasi diberikan
aerta setelah  diperrimbangkan  dlengan selsams babowen
menurL Infucinast Pulidik dapst melindone kepentingHan vsne
labnih besar daripady enembukarnes atao sehalilons.

Pazal 2
informasl yang dikecualiksn schagoumana dimaksud dalam
Pasal 7 dilaksanakan scsual dengan ketentuan  peratucan
porundang-undangan.

BAE T
PESTABAT PENGETLOLA TNFGREMAST DAN DOKLMENTAS]

Frasal ©
FRID beclangpungidwatb dalam koordinast penvediaan darn
pelavanan mlvrmasn Publik ysng meliputl proscs penyimoanan,
pernlofkumentasian, penvediaan, dan pelavanan Tolurmoms
Publik vang berada dalam penguasaannya.

Fagsal 16
(11 PPIC covdiri aras:
a. artazan FPPIT,
B PPID: clan
c. PPID Pelaksana.

[2) Atasan PPID Utama scbagaomana dirmaksud pada avat (1)
huruf & merupalkan Sekreraris Tiama.

[3} PPT Ukams schagaimana dimaksud padya ayac (1) hunof 1
merupalian pimpinas uoil kerja cselon 1 vang membidany
hubunean masya-akal.

(41 TPID I*eialksana sehagaimana dimalesud pada aval (1] horad
& merupakan pimpnan it kena esclon 11 dj lingkunssn
Badan Panpan Nasional,

[GF Btrukiir organisasi PPID Badun  Pangan Nazional
sebapaimans dimaksud pada sval (1) tercantum dala
Lampitan vang merupakan bapian tidale tespisahlan dari
Peraturan Badan ini.

Fasal 11
Aldsan FPID scbagaimung dimaksud dalam Pasal 1G avar (1)
huruf o, mempumesi Hugas
g, memberikan arabsan dan pembinaan wilas  pengelolaan
Informasl dan doliumentasi poblik di Badan Pangan
Masional,




Ta.

[

(11

mernberikan  arahan  dan  tanggapan  atas  kelberata
Infoemast yang diamakan sieby Pemohon di Badan Pangat
MNazinral;

mernherikan Jrahan atas berbwean peedsoalan swang Terkail
denpan pelaksanaan pelavanan Informas Publik o Badano
[*angan MNasional;

mCncocnIail, meretujul, dan membenkan Engeapen alas
konsep jawaban vang disiapkan cleh PPID vang akan
dikirim Kepada Pemohion,

mewHkill Badan Panpan Nasomal dalam proses
neEnvelesaian senpkerts oo karnist Trfommast danfalen
penpadilan; dan

melakukan evEl gl dan PO WEEAT terhadarg
prlaksanaan layvanan Informasi berdasarkan laporan vang
disarpaikan uleh PPID.

Prisal 12

FPID sebagaimana dicnaksin] dalam Pasal [0 aval {1] buacud

I, mempuanyai tugas:

a. mengoordinasiban TV pETIEan dan
pendinkilmenrEsian seluroh Inlormas: Publik;

B mengoordinasiksn pongumpulan sclueal Infocmasi
Fubilik secara hsik darl setiap vt kerja eselon 110 ol
lingkungan Badan angan Nas:onal;

i, mengoeordinasikan pendataan Infoemast Publik vang
dikuasal oleh setiap unit eselon TE O lingkungan Badan
Hangan nasional;

d. menetapkan dar memnsiakhirkan daftar Informasi
Pullil:

e, melaknkan peneujian konsckucnsi dan smenersplan
klasilikast  Informasi vang  dikecuslikan dan
prngubahanmya;

[ mengoordmasikan penvediaan dan pelayanan Informasi
Fubiik meclalul pengiirnuman danfa=laug oermchonan:

g mengoordinasikan pemgumuman Informasi Publike vang
wallb diumuinkan secara perodik melalui media yang
dapat memjangkau sclurubh pemangku  keperdingun
serara efeklil;

b, mempoordinasikan kegiatan [HTEWEn tentang
konsckucnsi  vang  vimbul  scholum  menvatakan
Informast Publik terioniu dikecualiltan sebapgainians
diatur dalam Pasal 19 Unelang-Undang Memor 14 Tahun
2008 tentang Kelerbukaan Informas: Pulilii;

1. mernuskan alasan lertulis sccara jelas dan tepas atas
Informasi yang dikecuslikan, datam hal permohonan
Infirrmast  ditclalk,  penghitaman aau pongaburan
Milrmast yang dikecualikan bescris alasannsa,

3o mengoordinasikan dan memastikan agar pegajuac
keberatan diproscs beedasackan proscdur vang berlaku;

k. menpemnmbangkan  kapasitas  perangkal PRID dalam
rangka peningkatan kualitas Javanan Informasi Publik:

. melakukan permhingan twerhadap PRID Pelakssna di
pusat  dan  PEID  Pelaksans lermasule dalam
mecayelesaikan keboracan:

m. menydmpaiksn laporan kepada atazan PPN alas
pelaksanaan tugas PRICy; dan



£2]

(1]

- -

n. mclakukan evaloas) terhadap pelaksanaan pelayanan
Informasi Publik di lingkungao Badan Paogan Nasionat,

Untuk  mendukung  dan memperlanocar pelaksanaan
kegiatan  pelavanan  Tnfomomsi Publik,  dibencolkk om
pengelala dan pelavaoan Inlocmast Publik vane diletapkan
dengan Keplusan Kepala Badan Pangan MNasional.

Pasal 13

FPTE} Prlsbsana seoqgaimans dimaksud dalamn Pasal 10

aval [1] horal ¢, memponyal lugas:

a. rmengurnpullan selurmh ntormasi Pullik di miasing-
rmAaFinge unil kena;

Lo rmenyimpan  dan mendokutnentasikan seluruh
Informasi Publik yang ada i unit kerja;

¢. mendata Informasi Publik di masing-masing unit kerja
dalam rangka prmnutakhiran data dan
menyampaikannya  kepada PPID beserta dokumen
pendubkung; duan

d. mengapmkan wsulan daftar  Informasi Publik dan
[nformasi yang dikecualikon leepada PRIT).

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dirmmksud pada

aval (1), PPID Pelaksana dapat dilianig olsh pegawal vang

cdiumuk  olch PPID Pelaksana wang hersangkutan

Lercdasarkan surat tugas.

Praral |4

ketentuan  lebih lanjpnt mengenai polaksanaan ragas PRID
stehapaimana dimaksuel dalam Pasal 13 dalam petunjuk relknis
viang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BALB 1V
MERANISME PELAVANAN INFIORMASI PLUBLIK

Gapian Kesatn
Petminkonan Informasi

Pasal 15

(1) Penuohonan [nformasi Publik di lingkungan Badan Paogsn

Nasional dilak ukan scoara tertulis melaiui medis elekironik
dan, atau nonclckiromk.

Permohonan Informasi Publik schbagaimana dimaksud pada
ayal [L] haras mencaniumkan paling sedikit;

A. nama lengkap Pemehon:

I nomer induk kependudultan aluu nomor dokodomen
gulinan bukii pengesahan badan bukum Indooesia vans
ditcrbitkan oleh kemencerian lembaga vang berwenans:
alamat:

totrnr Telopon;

alamar sural elektromle (ernwil);

sirat knasa kEhusus dalum hal permintaan Informasi
Fulilik dikuasakan kepads pihak lain;

tincian Informasi Publik vang diminlag

Lujuan pengpunsan nformasi Publils

cara memperaleh Informasi Publik; dan

cara mendapatkan salinan Informasi Publik.

— o

=
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(+i] Pertmimiaan informnas Pobilk dengan menggunalkan media
clekironik  disampaikan melalod =arar elekironik atag
S1stem Informasi PID.

(4} Permintzen bnformas: Publik dengan menpglinakan mediz
noneleklronik dismmpalkan melala surat atau dengan
mengiza formalie Permimlaan Informast Publik di rwang
loyvanan Informasl Pulilik sesusi dengan format 1 vang
icreanium dalam Lampiran vang mergypakan bagizn cdak
terpisahkan darn Peraturan Badan ine.

{in] Permahon memenunl  persvesrodan Permintaan Tnlormeas
Publik denpgan menvampaikan:

& bukti idencitas dizi wargs negard [ndoncsia, berupa
karly  tanda  ponduduk aran sural keteransan
kependuduikan dan pojabarc vang berwenang; dan

b. buodd pengesahan badan hokwm vang ditechitkan oleh
kementerian/lamlepy vang berwenang, dalam had
[*zmohon merupakan badst hukum [ndenesia.

(2] Dalam hal Pemchon diwakili olch pihak  lain selain
rmelengkapl syarat sebagaimana dimaksud pada avat (5
Pemehon juga melengkapi:

a.  surat kussa khusas bormeteral cuklp; dan

k. bulti idenniias diri atau buliel peneesshan badon
buwim penerima koasu.

Fasal L&

Herdasarkan permohonan Inlormast Publile yaoe  digjukan

sebagdimana dimaksud dalam Pasal 13 avat (1), PRITY wajih;

H3. memnaEstkan Pomohon Tnlormasi Publik memenohi
persvaratan perminbonsn;

b, memastkan Permohon Informasi Pubiik ;melengkap formulie
permoheman Inlormast 1abhiks

¢, mengnocthnugsikan  pencaratan permohonan Indoremsasd
Publik dalam register permahonuan Informasi Foblil dengan
mengpunskan format 2 sebagsimana leccanium dalaim
Lamprran yang merupakan baglan ddak terpisahkan dan
Prraturan Badar ing

. memastkan formulic permaohcnan Infarmasi Publik vaog
lelah diberikan nomer pendafraran diserahkan kepada
Pemohen Infuriasi Publik sebagsi tanda bukti permstionan
Infrmast Puhlik; dan

c.nenvimpsan salman formilir permobonan Indormasi Toblile
sebagaimana dimaksid dalam buruf 4 sebweai tanda bulketi
penerimasn permohucan Infermeas: Publik.

Fazal 17

[T} PFID melakukuan pemcriksaan kelengkapan Percmintaan
Informasi  Pubiik  paling  larobm) 3 (riga)  har sepok
perminaan leforroas] Poblilk telab dicatar dalam buku
reglstcr pertniniaan [nformasi Pullik,

(2] MDD menvampadkan  pemberitahuan rericlis kepada
Femohon Informasi Publik paling lambal 10 (scpualch) hari
sejal permintaan Informasi Publik dinvatakan lengkap,
PFID mclakukan pemeriksaan kelengkapan perminlasn.




B

Bagian Kelua
I'cmiberitahuan Tectulis

Pasal 15

(1) Betiwp peoochonan Indormasi Pobdik waji diberikan
pemberitahuan terrulis vang disampalkan ideh PP dengan
mengeunakan formar 3 sebagaimana lercanium dalam
Lampiran yang merdpskan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

[2] Penyampaian  pemberitabaac tertulis schagsimana
dimaksud pada avat (1) dilskukan paling lambac 10
(sepalizh] hari kena soak dilemmanys pecmohotan
Infuronmst Pulhik,

[3] Pernlevitahuan seroulis schagnimana dirmaks:il pada avat
121 boiopa:
da. dilerumnag; #lau
e dirolake.

11 Pemberitahuan teriulls sebapgaimana dimaksid pada ayat
(2] dapa diperpamang paling lama 7 foguh) han ket
Jdengan memberikan alosan secarz terealis,

Pasal 11
Thalam bal permohonan Informase Publik ditcnma, PPID wwgib
menyampaikan pomberilabusn tertulis menpenal senerimasan
Ppormobonan Informasi paling siecikil cn@rnial:
. maieri Informasi yang dilkerilan,
. format informasi; dan
e, salinan digital {saffcopy) atau data erculs,

Paszal 20
Dalam hal permeohonan Inlermast Publik dicelak, PPLID wailb
menyammprakan pemberitahusan eriulls mengensl penolakan
pertnohicaan Tnlormeast Publik vang paling sedild mermaar:
f. nemor pendaftaran permohonan Informasi Publik:
h, namua Pemohion;
. Alatnarl Pernichuworng
d. pekerjaan Pemoheon,
c. nomar toleponfalamat surat elekitromk Pemohon,
I, [oformas Publiy vane dimohonksan; dan
g alagsan penclaloan.

Bagan Keliga
Keboraran

Paraural 1
Pengajuan Kebweraran

Puasal A
[11 Pengaman keberamn disampaikan kepalda alasan PRID
tlalurn hial:

A, ponolakan  atas permobonan lolormasi Poblik
berdasarkan aiasan pengecualian sebagaimeana diatur
dalatn kelenluan  peraturan perundang-undangsn
menpenal kelerbulaan Infennasi Publik,

b. tidak disediskannya Inlormasi berkala;

c. tidak cditangoapinya permohonan oformasi Publik;




(1)

[}

(3}

(1]

(2]

-3}

[

_0y .

d. permeohenan Informasi Pablik dicanggaps cidal

srbamaimana rang dimints;

lelak dipenuhimya permuhonian Inloemese Polilikg

permohcnan [nfermast Publik  dikcnalkan easva;

dan, arag

g penvampdEian ioforrmest Publik melebabil walkio vane
1elaby ditentukan.

T

Eeberatan diajukan sccarg tertulis olchh Pomohonn arauw
kuasunya paling lambat 30 (hpa poaloh) han kena seielan
ditcmulean alasan schagaimana dimaksud pada avat [1].

Dialaim hal pengsjusan keberatan disampaikan sccara tdak
tertilis, petagas pelayanan Inforomas, Publik PRID wanh
membantu Peroohon  arau Kuesa Pemohon unluk
menglisikan formulir pormohonan leeberatan sebapgaimana
chitnaksnd proa Jyal (2.

"aragraf 22
Begisiras Keboratan

‘asal 22
Pernbwom Informasi Tublik yang akan  menpgajulkan
keberaran TILET I 5L [prmoualic keberatan dengan
menggunakan format 4 sebagaimana lercanmum dalam
Lampiran vang me ru]:ual{an bagian iidak 1erpisahbkan dan
Peraturan Nadan .

Dalam hal fermuoliv keleralan sebagaimana dimaksod pada
avat [1] dinvatalkan lesgkap, PPITF menvampaikan salinain
fotmulic kelwrgian kepada Pomohon lntormas: Publik atau
laazanya sebagai Tauda Lerima pengajuan keberatan.

P10 memberilkan noenor pendaftaran pada facmaulic
keberatan  vang telah dinyarakan  lengkap dan wasib
mencatal pengaluen keberatan dalan repister keberatan
dengan mengpunakan Jormat 3 schagsimana eresn um
dalam Lampiran vang merupawan bagisn tidak tevpisabkan
tlari Peraluran Badan .

Paropral 3
langgaoan atas keberatan

Prasal 23

Masan FRID wajib memberkan lanpgapan atas kelecalan
vang disampdkan clch Pemohon Tnliemasi Pablik aan
kuasa Femohon Inlormasi ubbk paling lema 30 (tiga
puluh) hari kerja sejub dicatatnva penpajian keberatan
dalarn regiscer keberatan,
Arazan FPID berhale untuk renolak pengajuan keleratan
sccara Aesluls, dalam hal Pemohon informasi Palilik
mengajukan keberatun terope
. luwak sesual dengan keleniuan <alam Pasal 21
b mazers keberatan fidak sesuai atau tidak sama dengasn

rnater] datam permohienan fnformasi Publik; danfatau
C.  MHISr Yang dlEEL]T‘-pEI kan PPID tolabh sesual.
I'cnnlakan pengajuan kehecatan sthapaimana  dirnaksod
pada avat (21 diserisd dengan data dubkung.
FFRIDY wajlb menyimpan asli formnlic keberatan sebapai
tarsly buktl penerimaan pengajuan keberaiun,
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Pasal 241

Dalam menyvelesaikan =engketa Infonemasi Publik, Atasan P1RPID
sobapgal termohien dapat mewakilkan alau memberikan loasa
kcpada
a. 1'PlD Pelaksana:
b. pejabat dari unil kega yane bertangguopjawall alas

Informasi Publik alau yvang dimohankan; danfataa
¢. pihak lain yang disunjuk sebaga: peneritns kuass,

EBab vl
PELAIMORAN

I"asal 25
(11 FPIEY  wagb  membuac laporan pelaksanaan  layanan
[mlormas Tublik lecpada Komisi Tnformasi Pusat senap ]
[garu] rahun 1 |maia) kali.

(2] Mokanisme dan sulmlansi  pelaporan sebagsimans
dimaksud pada avai (1) dilakukan scsual denaan ketenLuan
Pperaturan peruncddang-undangan di bidang pelayanan
Infermasi Pulilik.

BAE VII
PENDANAAN

Prsal 26
Penyeleneggaraan pelavanan Tnlormeasi Publik i lingkunzan
Badan Pungan Nasicoal bersumber pada anggaean pendspatan
tan belaniz negara.

BAL VITT
KETENTUAN FENUTUL

IPazal 27
Peratiran Badan inid malal berlaku pads tangeal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

tecd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 867.
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
4 BADAN PANGAN NASIONAL,
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN
NASIONAL

Struktur Organisasi PPID

STRUKTUR PPID
BADAN PANGAN NASIONAL

ATASAN PRID
SERFET &S UTAMA
BEIENA e
PP'ID SEKRETARIAT PPID
KEDALA LINIT KERIA ESELOM N FRROE PR Al
YAkl MEMBIDANG] KEHLIMASAN
- T HCETRF
PPID PELAKSANA

HEPALE LeaT KERIA ESELON 2
LINGELIP BADSN PANGAN MASIONAL
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Format 1. Permohonan Informasi Pangan

PRLISELN FERE | LA (R B LA (M L T

- EALifs FARGLA HA S IDRAL
1 H L LT E
- mm“ ldm

FORMULIR PERMOHONAN INFORMAS|
LTl FLET

P
ALl

R 00 TR TP S s’
Frapipus

Ha. Teip. & Mo, FanE-mal

Rinsa T e i
LM KSR, 3 DT

T i pEngriofusr ifmed
Coarn rremTpAEsEh o 1 v g S (e
g ok pavi |
7.0 Mancapativun cuina mrkonmon s b
St Sl ey (0] R TR [y
e T anadoan wslesn adcmesl’ T 1 : g Lergmareg
:'H =
3L Pas
#ﬂ i il
5L ] B
T 1]
Frtona pesasaan o iemas Pamchon rfcamani
[ PEFETITEY PeRTTREGTUE §
i I |
L pan ey e PR T e L b

-

£ D R R b o 9 o Sl et S el
e iy e el s G

g e T

Format 2. Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik

PEIRRA T PEHGELCLA IRFORMA 8 DAN DORUMENTAS!
( HADSM FANGAN R HOMAL

4 A1 taresnc M Mo 3 Gedung [ Asgoran Jaksris Sslstan

¢ MW:M.LHWM

TANDA BUKTI

PEMERIMAAN PERMINTAAN IHNFORMASE PUBLIK
Mo Pesdafiaran”..... ad

TIRE PERMOCRAN

M. Tk, | B

Ko, Tielp, & Bin. Faniamil

Cara mempensen inforsas
Caira rmaradapitican Salnan inforrosl
IripnTaH yareg ONTEL

JaRanE, ... 1]
Peiligas pelayanan mfmes Permchon inftefraal
(FEmEiNa peTmataran|
| IR AT ] i It
R A L A ek g wian fn Leele lamgon
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- 14 -

3. Pemberitahuan Tertulis

PEJABAT PENGELOLA INFORMA 51 DAN DOKUMENTASI
BADAN PANGAN HASIONAL

JI. Harsands RM Mo. 3 Gedung E Ragunan Jakarta Selatan
webaite: badanpangan.go.id email:
badanpangaafBomail.com

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Bergasarican parmanonan infomnas pa0s Tangpal ... BEAn ... Tahdn ... el ol e —
WA Py BBl AR enbEs T8 aETE/

Mama
Al f i i el el el i & s b o e o R L S S e =

Mo Telip/E-mail QTG P R S R — - sl -

Ferbertahuan sebagal berict:
A Informasi Dapatl Dibenian

Mo. Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan
1. Pergussser nformas Pumicm | [ ] fam -
[] facs Pusik iain, yaity e &

= lm-‘ﬂl:!ﬂrgtlﬂd»l" D hﬂmmmmr-
[[] Haedeagy/wainar tertuis
3. Bays yarg dbuturiar B T Y= - S— |
L[] Pergnman R0 s i
[] indin: B
Bamar | - TR e

A | Wetuperyediar 0000 | e Fari
5 | Pereinsar WMI‘W irformas yang Qimahan = {tembahian oertas Dia per)

----- e e T e e I e T TP M TR T e S P T T P P T TTR ST TR R e AT T PR T PR T T D T T Ty

B. Informasi tdak dapat diberilan kanenac™
I:] infarmag yang o mirts Delum dikuasa
[] informas yarg dimima beum ditoomertasiar
Peryedaan nformas yang Seur Sookurmentssican d lBoicsn gel Sngks wakdy "

.............................. . [lerpat farggalbusntaran
Pejabai Pengeiola informas dan Dolumentas)

| T L R R L R R LS LS AR R

hyma dan Tenga Targan
Keterandgan:

. Diii fasul denghn romor pendafiaran pace formuir permahonan,

r P aninh Sib Gengan memDen tanga (]

™ Bigya penyainar [foiceop sted Cunel) carvalau Daya pENGIMAn (TUSJS Kuflr dan pos) sesulsl SEnGEn
srardEr bibys yarg lelsh ditetapiar.

Jika s08 penghtaman nfiormas’ daiar sualty Sokumen ks diberichn S8sEN DENgRSATArTYA

D5 denpan kEterangan wailu yang eias untuk meryediskar iriormasi yang Gimiria
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Formulir 4. Perpanjangan Waktu Penvampaian Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!
BADAN PANGAN MASIONAL

Ji. Harsono RM No. 3 Gedung E Ragunan Jakarta Selatan
webaite: badanpangan.godd e.mail:
badanpangan@gmail.com

FORMULIR PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPALAN INFORMA S| PUBLIK
PRI 7 e mmasens e

Berdasarkan Permobonan Informasi pada e . (tanggal/bulantabun) dengan RomorPendafiEran
............................................ . Beergama ini disampaican bepada Saedaralic

Nima
Aiamat

Momor Telepon/HP
E-mail
[nformasi yang dbusuhkan

Mo | Mama [nformasi Publie

Dengan ini dsampaikan babwa waktu penyampaian informasi sebagaimana yang dimshenkan diperpanjang [
wWakiu PefyampAsEneys Bings ..o (Bl bulan/tahun) dengan alasan sebaga beriout ;

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentas (PPID)




= Y
Format 5. Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi

PEJABAT PENGELOLA HatfF O Rl 538 DN DO LIMEMT#S 51
( k BADAN PARCAYN MASIOMAL

A Ham EM Mo 5 Gedung E Ragunan Jeksria Salwian
weplraria: :nplnp.-.pﬂ..il w muil: bedsngangan@igmunl oo

PERNYATAAN KEBEHATAN ATAS FERMINTAAN INFORMAS]

&, BNFOHMAS] PENGAIL
HMEBERATAN
Pmns

PERETMaDN
réomar Telepan

Fomor Induk Eepenguoukan:

Bertama mi kami lampikan

Bercama inil kami = RS Dhality (RGN RAN 3 RIMLE GECET Mikaif SCHNREE LR
Egrrealgnen cang reemcedang burym gar hak ageE maavEs
FHEATed

Icleilias Kuasa Pomahon =
Hamia : a
Alamat X a
Hgmar Telepen i -
Momaor Incuk Kepenoudussn -
Fmanr Pokok Wajlt FPajak
o, Bl A 58N PEMNGAMAN KEBERATA&N"""
A Perminlasn Informakl dl bokak
:!h A AS] Beid ks Tk CB5EaLaRan
T Permintaan Wiormas! Nosk dEanggap
o PRrinLaan nlorinas! dRanggap ik eebagalmans yang crera
w, Permintaan Wlormasl Dok dipamn)
{  Biaya yang mkenakan naak wajar
g InBormasl csampaikan Messning jANgS WA AN QDEnILCan
C. FASUS POSIS (ambabdan Keras i pari)
nlerimas] kyrang detal bensl niksl wawancsrs per sesl dsn skiem peniakan

0, HARFTAMOGOAL TAMCCAPAN ATAS KEBERATAM AMAM DIRERIFLAM: franggel [Suan! Amsun
chr Che DR

Ciarriklan kebatglan Nl gays sampakan, slas perhatlan dan SngQapanrya. Saya UCapian terima

kaalh

dokama Jrg L

Mengeishyl hgdvgajy Ha e raban
Poteijpii BPOITTRER]
(Penerima Faoerstan)

( 1 { !

Sljeregi ieginder prigapeds bodereier g Gevdesaanen Duis repa i e gRRian R dnET
ik oHIN PTRIrGr RO ki P ok, BTSSP Hak

Cnditd
FEETEAER budas prenehin dess phos pde besrs perabaeres den melarmpaien Sweel Kuana
UM dengar Panal I3 UL FIF S e plRgaRs G RDETALAN Sl Eud iETe) 0 HARAT EEDRTELEN vl
W:I#WMnWlmm U Eim
m e Far gy e g T T esarwian deyeiskarn
[ 13 [ him
= mal i

gy mans g B T

KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

tid

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan sesual dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
%" BADAN PANGAN NASIONAL,




